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WALIKOTA BANJARMASIN

Menimbang

Mengingat

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR 16 TAHUN 2010
TENTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARMASIN,

bahwa Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2007
tentang Tambahan Penyertaan  Modal Pemerintah  Kota
Banjarmasin kepada Perusahaan Daerah Pengelola Air Limbah

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat 11 di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik [iidonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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11.
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13.

14.

18.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan. Daerah -
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesig
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Republik indonesia Nomor 4737);

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat | Banjarmasin
Npmor 8 Tahun 1992 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada

Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 1993
Nomor 5, Seri D Nomor 3);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2006 tentang
Perusahaan Daerah Pengelola Air Limbah Kota Banjarmasin
(Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 3 )

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2006 tentang
Penyertaan Moda| Pemerintahan Kota Banjarmasin Kepada
Perusahaan Daerah Pengelola Air Limbah Kota Banjarmasin
(Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 4);



16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota
Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 10);

dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN
dan
WALIKOTA BANJARMASIN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan . PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TENTANG

PERUBAHAN  ATAS  PERATURAN DAERAH  KOTA
BANJARMASIN  NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG
TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA
BANJARMASIN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH
PENGELOLA AIR LIMBAH KOTA BANJARMASIN.

Pasal |

Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tambahan
Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarmasin Kepada Perusahaan Daerah Pengelola

Air Limbah Kota Banjarmasin.( Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2007 Nomor
15) diubah sebagai berikut -

1. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1(satu) pasal , yakni Pasal 5 A yang berbunyi
sebagai berikut :

(1)

)

(3)

Pasal 5A

Tambahan Penyertaan Mogal Pemerintah Kota Kepada Perusahaan Daerah
mbah sampai dengan tahun 2015 sebesar Rp. 175.000.000.000, - (

. Seratus Tujuh Puluh Lima Milyar Rupiah ), disesuaikan dengan kemampuan

keuangan daerah.

Bantuan dari Pihak Ketiga, Pemerintah Pusat , Pemerintah Provinsi dan dari Luar
Negeri akan dijadikan penyertaan modal Pemerintah Kota Banjarmasin.

Bantuan sebagaimana dimaksud ayat (2), dihitung atau diakumulasikan dengan
menambahkan pada penyertaan modal Pemerintah Kota Banjarmasin yang
ditetapkan dengan keputusan Walikota. ‘ /»i



Pasal I
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal -

"WALIKOTA BANJARMASIN,
2L
HMUHIDIN

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal’ 5’ 1joueyibe s -

SEKRETARIS

\
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H:-DIDIT WAHYUNIE

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2010 NOMOR 16



